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ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan dan mengkaji mengenai beberapa permasalahan,
yaitu bagaimana prosedur pembuatan kontrak bisnis syariah pada notaris,
bagaimana eksistensi notaries dalam pembuatan kontrak bisnis syariah dan
bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam pembuatan
kontrak bisnis syariah di Kota Parep

Jenis dan pendekatan
menggunakan pendeke
melalui observasi, ' pengujian terhadap
keabsahan.datasyaitu-teknis-trianggulasi yang.digunakan-untuksmenganalisa data
yang di

oenelitian  empiris  dengan

adalah™( uk me
yariah, (2) untuk men
ontrak bisnis syariah (3
oleh notaris dalam pe

prosedur

ahu ab I11, pasal 15 (1) Not buat akta
ai se perbuatan, perjanjian dan keteta

Kata Kunci : Kontrak Bisnis Syariah, Eksistensi Notaris, Tantangan dan
Hambatan
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ABSTRACT

Name . Fitriani Laibi

NIM 0 16.0224.017 - '

Title » Existency Of Sharia Business Contract On Notary In The City Of
Parepare

This research describes and examines several problems, namcly' how the
procedure for making sharia business contracts in notaries, how the existence of
notaries in making sharia business contracts and how the challcngps and obstacles
faced by notaries in making sharia business contracts in Parepare City,

The type and research approach is a type of empirical research using a
qualitative descriptive approach, while the research data is obtained through
observation, interviews and documentation. The lechnique of testing the validity of
the data is the triangulation technique used to analyze the data obtained.

The objectives of this paper are (1) to determine the procedures for making
sharia business contracts, (2) to find out how the existence of notaries in making
sharia business contracts (3) to find out the challenges and obstacles faced by
notaries in making sharia business contracts in the city. Parepare.

UUJN no. 30 of 2004, Chapter I11, article 15 (1) Notaries are authorized to
make authentic deeds regarding all actions, agreements and regulations required by
laws and regulations and or those interested in being stated in an authentic deed,
guaranteeing the certainty of the date of making the deed, keep deeds, provide
grosse, copies and excerpts of deeds, all of which as long as the making of the
deeds is not assigned or excluded to other officials or other people stipulated by
law. Therefore, the ability and skill of a notary in understanding business contracts
in Islamic banking is needed, especially in making contract contracts.

Keywords: Sharia Business Contracts, Notary Existence, Challenges and
Constraints,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupaka menjalani dan memenubhi

kebutuhannya manusi secara sendiri-sendiri,
manusie af usia dari

zaman an menunj ukke usia  meng y ban dan

senantia akuka ahan-perubahan dalam ki manusia

hidup perburuan dan perika beralih

menjad g dengan metode hic
man, selain

ing-masing ©

Pengembangan demi pengembangan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan manusia baik perorangan maupun kelompok, sehingga dibutuhkan
system interaksi yang mencakup seluruh proses dan kegiatan dalam menjalankan
usaha. System yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat atau negara
tentunya tidak sama, tergantung dari keputusan-keputasan dasar tentang

pemilikan, produksi, distribusi serta konsumsi yang dilakukan. Keputusan yang
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diambil juga berbeda, ada yang lebih diserahkan kepada orang perorang dan
adapula keputusan yang diambil dari pusat.’
Dunia bisnis saat ini semakin mengalami perkembangan yang sangat cepat

dan dinamis seiring dengan adanya globalisasi. Kegiatan bisnis sarat dengan

masalah, siklus yang pasang sur siasat dan taktik atau cara-cara

yang strategis, hal ini t an yang tidak sehat dan

bahkan para pebisni

karena lam juga tidak melarang 6 emikiran
dan pa suatu permasalahan di i pe akidah,
sehingg an dalam hal pengerti i omi bisa
jadi be i an ahli ekonomi islam karena ing- memiliki
pandang dasar hukum atau alam memandang e i sebagai

suatu di mu?,

ia meruipmn Epwni pendudu ayoritas
memel 0
merupakan system yang dianut dari zaman penjajahan yakni system kapitalis.
Seiring dengan perkembangan perekonomian muncul pula system perekonomian

yang berbasis islam (syariah) yang ditandai dengan berdirinya bank muamalah

pada tahun 1991 dan mulai beroprasi pada tahun 1992 yang dipelopori oleh

! Deliarnov, Perkebangan Pemikiran Ekonomi, Ed. Ill, (Jakarta;Rajagrapindo
Persada,2010), h. 3

2 Muhammad, Etika Bisnis Islami, (‘Yogyakarta;Akademi Manajemen Perusahaan Y KON,
2004), h. 3
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Majelis Ulama Indonesia dengan saudagar muslim yang ada di Indonesia.* Sejak
mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua
dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian
kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat

N

regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat

terhadap layanan jasa keuangan syariah.

Peningkatan ekonomi ditandai

injam dana atau modal
angan khususnya perba ini sé penting

para pelaku usaha

: enucuran da it kepada
1 dari situ ba an besar dari i

, pendapapmlmEan Eberupa b

berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena
menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya meliputi
sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan,

kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit

serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan

% DetikFinance, Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia, diakses dari
https://finance.detik.com/moneter/d-3894544/sejarah-berdirinya-bank-syariah-di-indonesia  pada
tanggal 20 September 2018
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unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini maka tidak berlebihan
penanganannya pun harus dilakukan secara hati-hati dengan ditunjang
profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya

manusia dan pejabat perkreditan tersebut.*

Perjanjian kredit yang dil ihak nasabah bank harus sanggup

menyediakan benda te jaminan. Hukum jaminan
merupakan himpun dengan penjaminan

berbagai

perjanji i beberapa fungsi yaitu :
1. Jam i engamanan pelunasan k
2. Jam i endorong motivasi debit
3. Fun dengan pelaksanaan perbankan
menyalu ngandung resiko ) dapat

mempe kesehatan d bank. Likui euangan,

yang bangkrut atau menghadapi kesu euangan yang akut disebabkan terjerat
kasus-kasus kredit macet, hal ini berdampak sangat luas karena disebabkan
fundamental perekonomian Indonesia yang rapuh. Pengamat perekonomian

Indonesia mengatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia adalah semu

* Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung;Citra Aditya Bakti,
2006), h. 47.

® M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, ( Jakarta;Raja
Grafindo Persada, 2007), h. 103-104.
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dengan dasar yang tidak kuat, dan juga tidak didukung oleh sumber daya
domestik yang tangguh.
Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan

prestasinya sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum

melakukan eksekusi barang jami harus terlebih dahulu dinyatakan

wanprestasi, yang dilak . Peranan notaris dalam
pembuatan akta perj i ting di mana notaris
satunya
adalah atan akta
perjanji

manah tersebut notaris 5 penting
dalam i , ditegaskan bahwa seb

kewajib eorang notaris wajib mengucap su i bahwa

akan pa

Notaris

jabatan e dan akan
menjaga sikap tingkah laku, akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode
etikprofesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawab sebagai notaris, juga akan

merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan

notaris. Setelah terjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah maka dibuatlah
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akad atau perjanjian antara bank dan nasabah. Akad atau perjanjian tersebut
dibuat dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris.
Parepare sebagai salah satu kota yang mencanangkan Parepare sebagai

kota industri menjadi ladang bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya,

tumbuh suburnya usaha menjadi ersendiri bagi lembaga keuangan

khusunya lembaga ke system syariah untuk
usaha dalam m kebutuhan financial.
di Kota
ik milik
merintah, dimulai den or Bank
andiri, BNI Syariah,
h, begitupun Lembaga

Koperasi BMT serta Fauzan Azima. |

masyarakat ala akan transaksi sya

eningkatnya aran hukum akat saat

berpenganp mﬁEtpleiErjanjian 4

satu unsur yang penting dalam setiap operasional transaksi perbankan,, oleh
karena itu kehadiran notaris yang memahami akad perjanjian syariah juga sama
pentingnya sebagai salah satu lembaga yang menjalin kerjasama dengan lembaga
keuangan dalam membuat akta perjanjian antara nasabah dengan pihak lembaga

keuangan.

6 Endang Purwaningsih, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris dan Penegakan

Hukumnya”Mimbar Hukum, Vol27,No. 1.2015,hal 15
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Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam

akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

memberikan grosse, salinan dan muanya itu sepanjang pembuatan

akta-akta itu tidak jug kepada pejabat lain atau

orang lain yang dite undang-undang.

menjadi pen ni yaitu

kontrak bisnis syaria ta P Adapun

menerjemahkan, menginterpretasikan, dan

mengektrapolasikan pengetahuan tentang konsep kontrak bisnis syariah yang

> B

dijalankan,’ notaris adalah sebuah profesi yang telah mempelajari masalah hukum

dan mendapat legitimasi dari pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum

khususnya menjadi saksi penandatanganan suatu dokumen. Dan kontrak bisnis

LYW 3 1 YN _ ¥ _
syariah adalah perjanjian yang ditetapkan melalui ijab dan gabul dan dibenarkan

syara’ yang menimbulkan akibat hokum terhadap objekny: bawa ini
akan menggambarkan fokus penelitian dan deskripsi fokus, agar ada batasan

pembahasan penelitian sehingga tidak mengalami penyimpangan.

7 Silversius Suke. Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik. (Jakarta;Grasindo, 1991), h.
43
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Table 1: Fokus Penelitian dan Diskripsi Fokus Penelitian

NO Fokus Penelitian Diskripsi Fokus
1 Kontrak Bisnis Syariah 1. Notaris
2. Bank Syariah
3. Nasabah

2 Kompetensi Notaris Peraturan/ Undang-Undang

atihan Syariah

3. [Tantangan dan ndang-Undang
C.

belakang diatas, maka
akan me alam sub masalah sebag

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
a. Untuk mengetahui Prosedur Pembuatan Kontrak Bisnis Syariah pada

notaris di Kota Parepare.
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b. Untuk mengetahui Kompetensi Notaris dengan membuat kontrak
bisnis Syariah di Kota Parepare.
c. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan notaris dalam membuat

kontrak bisnis syariah

2. Kegunaan Penelitian
a.  Kegunaan

mberikan kontribusi gembangan terhadap

dengan bisnis syariah.
elitian ini diharapka u
an tentang kontrak bis ah da

rapkan mampu menjadi  referensi )enelitian

selanjutnmlﬂ

Untu tnkE IPPAURE pengemk terhadap

dilakukan di bidang perjanjian bisnis yang dilakukan oleh
perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya, terutama
yang berkaitan dengan kekuatan hukum terhadap kontrak bisnis
yang dijalankan

2)  Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuwan

dan pengetahuan tentang kekuatan hukum kontrak bisnis yang
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dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis

syariah

13l

PAREPARE

10
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang relevan

Setelah peneliti mela enelitian yang pernah dilakukan

eneliti di perpustakaan,

tahun 2 alam n ini dijelaskan pentin i ah dalam
pe bisnis yang otentik

SNis lembaga keuangan s

ian ini dilak embangan d:

di Indonesi

keberadaan notaris yang memahami secara mendalam aspek bisnis syari’ah pada

saat ini masih langka, kalaupun ada, masih terkesan amatiran.?

Tabel 2: Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No | Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Urgensi Notaris | 1. Objek penelitian | 1. Focus penelitian; Fokus
Syari’ah dalam Bisnis yang menjadi penelitian ini  adalah

® Laurensius Arliman S., Urgensi Notaris Syariah dalam Bisnis Syari’ah di Indonesia,
(Walisongo; Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan), VVol. 24 No. 1, Mei 2016, 79-110

11
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Syariah di Indonesia sasaran untuk mengetahui
penelitian  yakni pemahaman notaries
notaries dan tentang kontrak bisnis
pelaku bisnis syariah sedangkan
syariah Lauren  memfokuskan

penelitiannya  terhadap
urgensi keberadaan
notaries syariah

. Objek ; objek penelitian

ini terkhusus di satu
daerah  yakni kota
epare sementara
nelitian ebelumnya

D Notaris dalam Praktek Bis

Syariah ektif Hukum Ekonomi ) No

pejabat

perbuat

atau ya
autentik

syariah, ma dalam pembuatan akta-akta otentik yang be

perjanji g ngsi dari
akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alat bukti yang memiliki
kekuatan hukum sempurna (volledig bewijs). Dalam hukum ekonomi syariah, akta

otentik yang dibuat oleh Notaris sama dengan perjanjian atau perikatan dalam

sebuah akta pada umumnya, yakni perjanjian (akad) yang terjadi antara dua belah

12
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pihak berdasarkan kesepakatan keduanya untuk melakukan penawaran dan

penerimaan (ljab-Qabul) mengenai suatu obyek.’

Tabel 03: Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No | Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

Peran Notaris dalam | Objek litian | 1. Pada penelitian
Praktek Perjanjian | ya njadi sebelumnya focus
Bisnis di Perbankan penelitiannya adalah
peranan notaries
ementara penelitian ini

Prespektif
Ekonomi Syar

penelitian

ara  ahli,

engertian

enar atau

atau menRM E PA R E

menurut. Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman adalah

kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu

’ Dani K. Yusup Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah
(Tinjauan dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah) jurnal al-‘Adalah vol. XII, No 4, Desember
2015

' Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/paham, pada tanggal
10 Oktober 2018

13
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itu diketahui dan diingat. "' dengan kata lain pemahaman dapat diartikan
mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.
Pemahaman lebih satu tingkat dari tipe hasil belajar pengetahuan yang

sifatnya hafalan, pada tingkat pemahaman memerlukan kemampuan untuk

menangkap makna atau arti nsep. Oleh karena itu diperlukan
adanya hubungan a ang ada dalam konsep

tersebut.> Nam [ lu ditanyakan, sebab

ahaman menurut ting . derajat
dibagi tiga tingkatan: y:

emah nslation)

erje iarti i i i da asa yang

am bahasa yang : diperoleh

dalam suatu konsep. Contohnya 'y menerjemahkan dari bahasa Inggris
kedalam bahasa Indonesia, mengartikan arti Bhineka Tunggal Ika,

mengartikan suatu istilah, dan lain-lain

""" Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta; Rajawali pers; 2009), h. 50

'2 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung; Sinar Baru algensido;
2013), h. 51

'3 Sukiman, Pengembangan Sistem Evaluasi, (Yogyakarta; Insan Madani, 2012), h. 57

“'Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya,
2012), h. 44

14
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b) Menafsirkan (interpretation)
Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini
untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara

menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang

diperoleh berikutnya. Cont ubungkan antara grafik dengan

kondisi yang dijabar anyang pokok dan tidak

gi karena
elihat arti lain dari
kuensi atau mempelua

asalahnya

membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah perjanjian

yang sifatnya tertentu. Dengan penggunaan perjanjian baku, maka
pengusaha memperoleh efesiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan

15

waktu. Selain itu, dengan perjanjian baku, pengusaha dapa

menuangkankehendaknya secara leluasa, tanpa campur tangan pihak lain,

'S Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen, Dilihat dari Sudut

Perjanjian baku, (Jakarta; BPHN Departemen Kehakiman, 1980), h. 58

15
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sehingga pihak lain hanya tinggal menyetujui atau tidak dari perjanjian
baku tersebut.
Perjanjian baku ini dibuat oleh pejabat umum yang memiliki

otoritas untuk membuat akta yang otentik yang dibutuhkan dalam kegiatan

usaha khususnhya lemba ang melakukan perjanjian kredit
yang melibatkan jamin kebenaran dari isi

perjanjian kredit. mum yang dimaksud

P otaris telah diatur dala

abatan Notaris dalam P

014

umu erwenang untuk memb

nganlainnya_sebagaimana dimaksud dalam Und
rdasarkan undang- ya. Notaris adala at umum

ntik sejauh

dalam rangka meningkatkan “kepastian, ketertiban, dan perlindungan

hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja
karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena

dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan dan masyarakat umum untuk
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memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan
perlindungan hukum..*®
Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan

otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.'’ Baik akta

otentik maupun akta di an dibuat dengan tujuan untuk

dipergunakan se nilai pembuktian akta

adanya,
lam akta

2. ) kewenangan Notaris
kan Negara hukum s tegaskan
dala ang-Undang Dasar 1945. Prinsipnya adalah memt jaminan
kepa etertiban, dan perl kum yang berlanda ebenaran
dan . Lalu linta gan masyara erlukan
alat ang mene”sanP“n Evajiban se sebagai

Akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kepastian hukum
yang di dalamnya tercantuk hak dan kewajiban para pelaku yang memiliki
kepentingan dalam perjanjian tersebut. Kewenangan notaries salahnya adalah

untuk membuat akta autentik mengenaii semua perbuatan, perjanjian dan

' Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

' Pasal 1867 KUH Perdata

" HAbib Adjie & Muhammad Hafidh, Akta Perbankan Syariah yang Selaras Pasal 38
UUJN, (Semarang;Pustaka Zaman,2014), h. 30
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penetapannya yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan, bukti
autentik ini dibuat sesuai dengan kehendak orang yang berkepentingan.
Secara kelembagaan notaries masuk ke Indonesia dimulai sejak abad ke

17 yang berasal dari Belanda. Pada tanggal 27 Agustus 1620 notaris pertama

diangkat oleh gubernur Bela Coen yaitu Melchior Kerchem.

Sejak masuknya ke | 22 aturan yang mengikat

765, dan pada tahun

n yang mengatur me ndonesia

lama dirasakan suda dengan

ebutuhan hukum masyarakat In i rena itu,
diadakan pembaha gaturan kembali sec nyeluruh

undang-unda r ng jabatan sehingga

ta suatu FWIHEPR%E bagi sem duduk di
o

Perundang-Undangan tentang jabatan Notaris disahkan pada tanggal 6
Oktober 2004 yakni UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dalam
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 dan tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4432. Dengan demikian peraturan

' G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 3, (Jakarta; Erlangga, 1983),
h. 13

Y Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 TLN
No 4432, Pasal I ayat 1
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peraturan mengenai notaries sebelumnya dicabut dan dinyatakan sudah tidak
berlaku lagi. Peraturan-peraturan tersebut adalah:
1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Sth. 1860 : 3) sebagaimana

telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;

2. Ordonantie 16 September onorarium Notaris;

Wakil Notaris dan Wakil

15 al

nai semua p ketetapan

3. Undang-Undang

Notaris Seme baran Negara Tahu mor 101, Tambahan

Jabatan Notaris meru
lam mengatur jabatan

ewenangan Notaris. Pada pasal

umum Notaris seb

Selain itu, kewenangan um otaries dalam pasal 15 ayat (1) UUJN
juga terdapat dalam ayat (2) UUJN sebagai berikut:
a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

2! Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, /bid, Pasal 91

2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4432)
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b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus;
¢) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang

bersangkutan;
d) Melakukan penge

e) Memberikan

1

ar hukum Akad
Akad berasal dari kat al- ‘agad, yaitu mengikat, me
bungkan (ar-rabt). is akad dapa
berikut:

d adalah Pltn IE Fklntagai pern

b) Akad dalam istilah fikih seeara umum diartikan sebagai sesuatu yang
menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari
satu pihak , wakaf, talak, dan sumoah, maupun yang muncul dari dua

pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah/pemberian kuasa, dan gadai.

2 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalah, Ed. 1 (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2007), h. 68

24 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalah, ibid, h. 68
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Sedangkan secara khusus. Akad berarti keterkaitan antara ijab
(pernyataan  penawaran/pemindahan  kepemilikan) dan  qabul
(pernyataan menerima kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan

dan berpengaruh pada sesuatu.”

sia sebagai centra per
mberikan defenisi a

7/46/PBI1/2005 tentan

Kewaj |bap’|i ﬁaE?IKSﬁaEengan pri

merupakan pernyataan kehendak antara dua orang atau lebih (ijab dan
gabul) yang melahirkan suatu akibat hukum atau pemberi dan penerimaan

hak kepemilikan suatu benda dalam lingkup yang disyariatkan oleh Islam.

2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, ed 1 (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada,
2007), h. 35

** Adiwarman A. Karim Islamic Banking; Figh and Financial Analysis, (Jakarta; PT
RajaGrapindo Persada, 2005), h. 63

" Bank Indonesia, Peraturan Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan
penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
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Dasar hukum dalam melakukan akad terdapat dalam al-qur’an

surah al-maidah ayat 1 sebagai berikut:

83 58 §) %52 5855 g0 1o

Terjemahnya

beriman, penuh
ak, kecuali yang aka
mengha

-agad itu. dihalalkan

wajib u ayat tersebut di atas,

kepada melakukan muamalah
menulis dalam firman Allah SWT arah ayat

282 :

PAREPARE

¥ Departemen Agama republik Indonesia, a/-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang;
Karya Toha Putra, 2002), h. 141
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& oy ¥ 5° ol Eg & AR5 % ARG i gl R oy i vy Tk ol )
S T A 0 Y5 90 & gl Sali e oaff gty ekt Ak L& K
O 380l 5% sl 4805 QLB 58 O o alitg ¥ 3 Gaala 5 Ggite SN e (o
R Laglaa) b of 15 (e (305 02 085205 0258 il U5 o 3085 e
feadal D015 51 15mia 8 8 o 152008 5T 0 5 1) aTaglll g 5% e il Lgian)
O 2855 g3 3 5mla $50 86 o 11 5355 T Gl sl 2 6 sse Sl 05
228, b0t 00 1 5% G ¥y SR il V5% A 131 58 0 06 T 2l ke
e oo OK 45200 220570 1,

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘'amalah tidak secara
tunal untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya,.dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya
atau lemah (keadaannya).atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada
dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saksi yang kamu' ridhal; ‘'supaya jika: seorang lupa Maka yang
seorang..mengingatkannya.janganlah.-saksi-saksi_itu._enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.
yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.
(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu‘amalah itu perdagangan tunai
yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu,
(jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual
beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.?

% Departemen Agama republik Indonesia, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h.
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Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan muamalah
seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya haruslah
mereka menuliskannya secara jujur.

2) Rukun dan Syarat Akad

Hukum Islam telah men a terbentuknya suatu akad yang

sah dan mengikat apabi syarat akad itu sendiri.

Defenisi rukun adal nsure yang merupak yang tak terpisahkan
dari sua
tersebut ! o at adalah
sesuatu : anya keberadaan huku i la di luar
hukum iri daanya menyebabkan h

ntemporer membagi a t) bagian

a) Para ang membuat aka

b) Pern kehendak dar t ad)

c) Obje analipre@ R EPARE

Adapun rukun-rukun akad dalam melakukan muamalah adalah sebagai
berikut:
a) ‘Aqid yakni orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari

salah satu orang, terkadang pula terdiri dari beberapa orang.

3% Gemala Dewi, dkk, Hukum Perkikatan Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2006),
h. 50

3! Gemala Dewi, dkk, Hukum Perkikatan Islam di Indonesia, ibid.

32 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalah,opcit. h. 96
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b) Ma’qud ‘Alaih adalah benda-benda yang menjadi objek akad
C) Maudhu’ al-‘Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad, berbeda akad
maka berbedah pula tujuan pokok akad

d) Shighat al-‘Aqid adalah ijab dan gabul. ljab adalah ungkapan yang pertama

kali di lontarkan oleh salah ihak yang akan melakukan akad,

sedangkan gabul adal menerimanya.*

ai hadiah atau pemberi
ijab dan gabul
dan adanya kesepakat ke ah pihak,
penolakan dan pembatalan dari ke ya.
an ri pihak-pihak yan
i takut-takuti rang lain

i PAREPARE "

berakad,

a) Dengan cara tulisan atu kitabah, misalnya dua aqgid berjauhan tempatnya maka

ijab gabul boleh dengan kitabah atau tulisan.

3 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta; Pustaka Kencana,
2010), h. 51
3 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, ibid, h. 52
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b) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab gabul tidak dapat di laksanakan
dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca
maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.

c) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan.

Misalnya seorang pembeli jumlah uang tertentu, kemudian
penjual menyerahkan

d) i i meniggalkan barang-

atakan batal apabila :
a) j arik ucapannya sebelum terd beli,
b) olak gabul dari si pembeli,
C) 3 . majlis akad. Jika m ada kese namun

lah pisah dari bul di anggap

d) ak atau Pli HEPikantannya S terjadi

Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya gabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang dapat
ditempuh oleh para pihak untuk melakukan akad, akan tetapi ada beberapa cara
lain yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam akad. Para ulama

figh menerangkan beberapa cara tersebut yaitu:

% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah Locit
3% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah locit
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a) Melakukan dengan cara tertulis, misalnya para pihak berjauhan tempat, maka
ijab gabul boleh dilakukan dengan tertulis (kitabah), atas dasaar inilah para
ulama membuat kaidah “tulisan itu sama dengan ucapan”

b) Melakukan dengan cara isyarat yakni bagi orang-orang tertentu akad tidak
dapat dilakukan dengan ucapan-atau tulisan, misalnya seorang yang bisu dan
tidak pandai membaca tidak dapat melakukan ijab gabul dengan tulisan.
Dengan demikian akad dapat dilakukan dengan isyarat berdasarkan kaidah
sebagai berikut “isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.”*’

3) Macam-macam akad dalam bisnis:Islam

Pembagian akad dalam kitab figh, dapat dikelompokan dari jenis-jenis
akad itu sendiri sebagai berikut:

a) Ditinjau dari tujuannya, akad terbagi menjadi dua yaitu
(1) Akad tabarru yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni

semata-mata karena mengharapkan ridho Allah SWT seperti wakf, wasiat,
wakalah dan lain sebagainya.

(2) Akad tijari adalah akan yang dimaksudkan untuk mencari dan
mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syaratnya telah dipenuhi
semuanya seperti murabahah, istishna’, dan ijarah.*®

b) Berdasarkan Sifatnya akad dibagi menjadi dua yaitu
(1) Shahih yakni akad yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga

menimbulkan dampak hukum, shahih dibagi menjadi dua yaitu nafidh dan

Mauquf

37 Hasby ash-Shiddirqy, Pengantar Figh Muamalah, (Jakarta; Bulan Bintang, 1997), h. 30
3% Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta; Kencana, 2013), h. 77
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(2) Nafidh yaitu akad yang tidak tergantung kepada keizinan orang lain seperti
akadnya orang yang akil balig dan mumayyiz. Nafidh dibagi dua yaitu
Lazim dan Ghair Lazim

C. Kerangka Teori Penelitian

Notaries merupakan pej iliki wewenang untuk membuat

akta otentik sebagaiman -undang Nomor 2 tahun

2014 tentang jabat dalam Pasal 1 gan demikian untuk

kta yang dibuat oleh N

s syariah di Indonesia
yang sa : khususnya kepada mas ang
yang yoritas. Dengan demikian maka uma
erilaku-perilaku ek engandung unsur

u dalam mel i khususnya

Islam merupakan agama ya
senantiasa berlaku jujur dan adil dalam segala perilaku khususnya perilaku
ekonomi. Al-qur’an yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam
memberikan petunjuk dalam melakukan transaksi ekonomi khusunya yang

melibatkan lebih dari satu pihak sehingga dalam al-Qur’an dianjurkan untuk
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melakukan pencatatan dan berprilaku jujur serta adil, selain itu dalam melakukan
transkasi tersebut syariat Islam mewajibkan adanya saksi.
Eksistensi kontrak bisnis syariah pada Notaris mengharuskannya untuk

memahami bagaimana konsep bisnis syariah itu sendiri hal ini akan menjadi

pertimbangan bagi pihak yang aksi tersebut untuk menggunakan
jasa notaries tersebut.

Untuk mem gaimana kerangka enelitian ini berikut

: Bagan Kerangka teori

Eksistensi ‘

—

Bank Syariah Notaris
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

pendekatan deskriptif kualitati

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan

gunakan pendekatan ini karena

a. 1 berhadapan dengan
b. secara lang peneliti
C. ni le dan lebih dapat meny banyak
n pe bersama dan terhadap i ihadapi.
B. a Penelitian
a. lokasi penelit ga
b. bih mudah mela si dengan Notaris k
yeberapa fBAIRE PA R E
C. Sumber Data Penelitian
Penelitian ini bersumber pada data primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber data primer
1) Notaris
2) Lembaga keuangan syariah lainnya
»oto, 3ZLexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
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b.

D. Woaktu dan Lokasi

a.

NasabahSumber data sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-
buku ilmiah, jurnal, tesis serta disertasi yang berhubungan dengan

objek penelitian.

Waktu Peneli

2 bulan

dengan

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik

yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a.

b.

C.

Observasi
Wawancara dengan menggunakan alat perekam berupa HP.

Dokumentasi dengan menggunakan instrumen berupa HP/kamera DLL
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F. Tahapan Pengumpulan Data
a. Tahap persiapan
1)  Persiapan surat izin penelitian

2)  Melakukan observasi awal lokasi

3)  Menyusun instrum

4)  Menguji kan digunakan dalam

sebagai

G. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

a.  Observasi

b.  Wawancara

C. Dokumentasi
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H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk

menjawab permasalaha yang diajukan dalam rumusan
masalah.

b. Reduksi

dan ervasl.
Men I-hal yang dianggap dar
pen
C. ajian
Membuat rangkuman secara deskriptif dan si s terkait

dengan data-data an di lokasi penelit

Memberikan gkuman te dengan

mempertPl‘lEEiP“ngEJs penelit a belum

mendapatkan data-data’yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur
penelitian.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan

yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan

proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi
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dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan

sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

I.  Teknik Pengujian Keabsahan Data

Tehnik triagulasi Peneliti n untuk menganalisis data yang

diperoleh. Teknik trian nakan metode alam level
mikro, yaitu bagai ngumpulan data dan
analisis
sebagai
digunak eliti n proses penguatan buk

individ formasi yang diperoleh

wawang akan lebih akurat.*

PAREPARE

0 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Cet. VIII, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

Y Emzir, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. 11, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2011),
h. 82.
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A. Deskripsi Hasil Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad menjadi sesu lam setiap transaksi, termasuk

akad/transaksi d erjanjian mendapatkan
kekuatan huku is. Karena itu, setiap

baga

ang am Undang-Undang.

k me

eksistensi kontrak bisni pade s di Kota

pene memaparkan hasil pe ang lilakukan

enampilkan il wa engan notaris pah, dan
pankan syariah di are tentang prose 2mbuatan
snis syariah, , serta tantanga ambatan

dapi notaAIn ErBuhlan bisnis s di Kota

1. Prosedur Pembuatan Kontrak Bisnis Syariah pada Notaris di Kota
Parepare
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta selama
tidak ada peraturan yang mengatur lainnya. Termasuk di dalamnya perbankan

syariah, notaris berwenang untuk membuat akta akad pembiayaan perbankan
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syariah. Seperti yang telah diketahui bahwa terdapat banyak produk
pembiayaan perbankan syariah, di mana produk-produk tersebut tidak
terlepas dari kontrak untuk mengikat antara bank dan nasabah. Notaris

berperan dalam hal ini, yaitu dalam pembuatan akta akad pembiayaan

tersebut, dengan mematuhi entuan yang berlaku. Ketentuan
tersebut yaitu:

a. Undang-Und n Notaris dan perub

f. S onesia

0. S oritas Jasa Keuangan

Ak iliki arti yang sa perjanjian, yaitu ke tan para

pih k melakukan n perbuatan tertentu.

Da pakatan PahknjErPimtnEakad pe n. Akad
3 terutama

dalam lingkup perbankan syarigh. akad memiliki kesamaan dengan

perjanjian, karena dalam akad harus terdapat kesepakatan para pihak. Salah

satu prinsip akad yang utama adalah hurriyah (kebebasan), dalam artian para

pihak yang hendak melakukan akad, memiliki kebebasan berkehendak dalam

akad tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kecurangan dalam melaksanakan
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kehendaknya. Jika terdapat tiga hal tersebut dalam akad (paksaan, peipuan,
atau kecurangan) maka akad bisa menjadi batal dan/atau rusak.
Kontrak bisnis atau perjanjian yang dikenal dengan istilah akad dalam

Islam merupakan perjanjian atau kesepakatan tertulis antara pihak yang

satu dengan pihak yang lai bisnis syariah banyak ditemukan
atan tertulis antara bank

dengan nasa au pihak lain yang

d tertulis

a pada satu waktu yang
asa yang dipahami ked
ng ditulis jelas

2 Notaris

pejabat
publik yang diberi wewenang oleh negara atau kuasa untuk membuat dan
atau melegalkan suatu akta menjadi otentik.

Dalam standar produk murabahah contohnya, memuat:
1. Awal akad, yang terdiri dari:

a. Lafadz basmalah;

b. Judul;
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c. Nomor akta;
d. Dalil ayat Al-Quran;
e. Hari, tanggal dan jam akta dibuat

2. Badan akad, terdiri dari:

a. Nama lengkap, t nggal lahir, kewargaNegaraan,

pekerjaan, j tinggal para penghadap

biayaan murabahah;
Ba objek;

Fasilitas pembiayaan;

Jangka wa
Penunjuka i’ kuasa bank (j
TPAREPARE

Kesepakatan jual beli
- Ketentuan uang muka dan margin;
- Biaya dan denda;

- Mekanisme pembayaran;

- Pelunasan dipercepat

- Kewajiban nasabah;
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Agunan;

Larangan bagi nasabah;

Peristiwa cidera janji;

Akibat cidera janji;

Berakhirnya perj

an Pemeriksaan;

atan akta oleh notaris i be tahapan.

tahapan-tahapan dalam pembuatan akta oleh sebagai

I
nya surat p Iﬂekerjaan No

2nal dengpﬁfnfErPﬁRrEnk yang

nantinya, misalnya menge jenis kredit, besarnya plafon yang
diberikan, suku bunga, jaminan, jangka waktu dan pelaksanaan
penandatanganan akta kredit. Offering letter ini mempunyai dasar
hukum dalam peraturan internal setiap bank.

b. Notaris membaca dan mencermati hal-hal yang diinginkan dalam

offering letter tersebut, kemudian meminta kelengkapan berkas yang
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akan dijadikan substansi perjanjian kredit, misalnya saja fotocopy
perjanjian kredit antara bank dengan para pihak, asli jaminan apabila
itu sertifikat untuk dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan,

identitas para pihak, dan kelengkapan berkas lainnya.

c. Setelah waktu yang aka notaris bersama para pihak

melakukan kredit dengan

penandatanganan seles

ang pada umumnya

ara umum adalah sebual n jangka
tu penyelesaian seluruh kewajiban notaris
notaris
enjamin
dak akan
yelesaian
seluruh  komponen perja kredit misalnya pemasangan hak
tanggungan terhadap tanah bersertifikat, bisa saja ada gangguan
hukum dari pihak ketiga yang membuat notaris tidak bisa
melaksanakan kewenangannya sebagai pihak yang akan melaksanakan

hal tersebut. Gangguan tersebut tentu tidak ada pengaruh ke notaris

tetapi bisa saja dari pihak bank atau pihak debitur. Hal ini yang harus
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diingat mengenai inti dari covernote. Selain covernote, notaris juga
memberikan anda terima jaminan atau berkas penting lainnya kepada
bank apabila berkas-berkas penting itu telah diberikan kepada notaris

agar tertib administrasi berjalan sebagaimana mestinya.

e. Setelah seluruh pekerj lesai dilaksanakan, maka notaris

berkewajiba ote dan membuat tanda

iterima notaris telah

Prosedur

5 Ariadin

“D mbuat akta, kami m

Pr dengan langkah-langka

D

akta, 4) vi

akta-akta, ke instansi,
minuta a asil dan be
penginput n ke sistem
pengadministrasian laporan dan rapat

PAREPARE

Pembuatan kontrak bisnis syariah oleh Bank Syariah. Pembuatan kontrak
bisnis pada perbankan syariah memiliki beberapa prosedur pelaksanaan
khususnya dalam pembiayaan Murabahah. BTN Syariah merupakan salah

satu bank Syariah yang prosedur pelaksanaan pembiayaannya dengan

*2 Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019.
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menggunakan akad Murabahah. Adapun prosedur pembiayaannya sebagai
berikut:
1) Pengajuan permohonan oleh nasabah kepada Bank Syariah untuk

memperoleh fasilitas pembiayaan Murabahah, dalam permohonan

tersebut ditegaskan o arang apa yang dipesan dengan

u karena masih harus

ikan persetujuan atas

mendapatkan fasilit iaya da BTN

h terdapat pengajua

h yang ditujukan ke

pengajuan tersebut terc
diajukan. Dalam hal : an jenis
iayaan KPR BTN Subsi : . Setelah
isetujui oleh Bank selanjutnya pihak Ba berikan

Pemberian Pembiayaan (SP3) setelah permohonan nasabah

disetujui oleh pihak bank yang berisi ketentuan dan syarat
yang harus dipenuhi oleh nasabah”.*

2) Sebelum akad murabahah disetujui dan ditandatangani oleh bank

dan nasabah, kedua belah pihak harus menyepakati mengenai hal

berikut: (1) Spesifikasi barang secara terperinci, (2) Harga beli

** Indah, Nasabah BTN Syariah Parepare, wawancara, tanggal 20 Desember 2020.
** Hasnah, Bank Muamalat Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019.
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barang oleh bank dari pemasok/supplier yang nantinya harus
dibayar oleh nasabah sebagai harga beli nasabah kepada bank
ditambah dengan margin. (3) Jumlah margin yang ditambahkan di

atas harga beli barang oleh bank yang merupakan keuntungan bagi

bank. (4) Jangka n seluruh harga barang (harga beli

suran oleh nasabah atas

kirimkan oleh bank did

n dalam hal pembiaya

kan, jangka waktu, a : tempo,
zir serta beberapa keten ‘

ah terjadi kesepakatan nasabah

dengan yang telah disepakatinya, nasabah dapat mengajukan
keberatan dan kembali memasuki perundingan ulang.
4) Dibuatnya Akad Murabahah antara pihak bank dan nasabah, Akad

Murabahah tersebut dibuat dalam bentuk akta oleh notaris.

** Indah, Nasabah BTN Syariah Parepare, wawancara, tanggal 20 Desember 2020.
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“Notaris dalam membuat akta sebelumnya harus menghadirkan
pihak bank dan pemohon dan atau yang mewakili. Kehadiran
pemohon diperlukan dalam pembuatan akta tersebut adalah dapat
memperkuat pembuktiannya (untuk membenarkan telah terjadi
suatu peristiwa hukum) jika suatu hari terjadi permasalahan

46
hukum”.

Alinea Kedua Pasal 1902 KUHP yang berbunyi :

Yang dinamak ertulis ialah segala akta tertulis

au setelah ditandatanga

dan ditandatanganinya

dan nasabah yang berisi

Adanya satu kontrak Tyang melahirkan kontrak baru atau
mengandung dua akad atau lebih yang biasa dikenal dengan
kontrak hibryd dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat

dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari suatu akad,

* Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019.
*# Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Alinea Kedua, Pasal 1902.
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namun pabila bank membeli langsung barang-barang tersebut
kepada pemasuk/supplier, maka perjanjian pemberian kuasa
tersebut tidak diperlukan.

6) Apabila pihak bank tidak bersedia atau bermaksud memberi kuasa

i.sendiri barang yang diperlukannya,

nyerahan barang terseb
uasa bank kepada nas dan atas
emesan barang yang d sok. Bila
elalui_mekanisme pemberian ku ole kepada
nasabah untuk me d emasok/supp aka bank
langsung me pila bank
yang IanpnrmEianRrEut dari | k, harus
tersebut
harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi barang yang

sebelumnya telah disepakati oleh bank dan nasabah.

8) Nasabah memberitahukan kepada bank bahwa nasabah telah

membeli barang dengan menyebutkan spesifikasinya dan harga

beli barang tersebut.
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9) Bila harga barang tersebut sudah saatnya dibayar kepada pemasok,
nasabah memberitahukan kepada bank untuk membayar harga
barang tersebut langsung kepada pemasok.

10) Tahap terakhir setelah barang tersebut secara utuh menjadi milik

bank, maka dilak jual beli barang tersebut dari bank

kepada k ralihan hak kepemilikan

ut misalnya, berbeda u terdaftar
yang terdaftar di BPN
ah, atau kendaraan
an dan dibuktikan berdasarkan B
a in-mesin atau peral

h Sari, selak pah pada

di selisih
an tujuan
pembelian rumah, akad yang saya gunakan adalah akad
murabahah, dimana bank mensyaratkan adanya DP 30%
dari harga rumah yang saya inginkan, setelah sebelumnya
saya bernegosiasi terhadap pihak bank mengenai spesifikasi
rumah yang saya inginkan melalui mekanisme pesanan
rumah yang saya inginkan (inden), setelah itu pihak bank
menyediakan rumah yang saya inginkan dan selanjutnya
saya menyetujui akad pembiayaan yang bank berikan dan
mengenai mekanisme pembayarannya saya cicil setiap
bulannya dengan angsuran yang tetap/sama dari awal bulan
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pertama saya membayar sampai berakhirnya masa
perjanjian pembiayaan saya.”48

Dalam membuat suatu kontrak biasanya dilakukan dengan melalui

beberapa tahap, dimulai sejak adanya pembicaraan awal para pihak hingga

selesainya pelaksanaan k un tidak selamanya terjadi, tetapi

kadang-kadang nota kesepahaman atau

nandatanganan MoU

andatanganan para pihak.

ebelum  merancan isnis perlu diperh tahapan-
yang harus yang akan nantinya
enampuanJReElpipn Eak yang t Tahapan

a. ldentifikasi para pihak
Para pihak dalam kontrak harus teridentifikasi secara jelas, perlu
diperhatikan perundang-undangan yang berkaitan terutama tentang

kewenangannya sebagai pihak dalam kontrak tersebut dan apa yang

*8 Indah Sari. Nasabah pada Bank BTN Kota Parepare, wawancara oleh peneliti pada 20 Desember
2020.

* Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 161-
162.
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menjadi dasar kewenangannya itu untuk misalnya badan hukum melihat
pada anggaran dasar.
b.  Penelitian awal aspek terkait

Dalam hal ini para pihak berharap bahwa kontrak yang

ditandatangani akan dap semua keinginannya, sehingga

perlu perincian y;

ensional
dianggap
sederhana serta dian ka suatu
atan.
das tu akad/perjanjian tidak ukan tertentu.
as sensualitas, perjanjian telah timbul se
n. Para pihak dian empuyai hak dan

akatinya mes an. Namun f

Dalam wawancara dengan ak notaris terkait dengan pertanyaan
Bagaimana format kontrak bisnis pada perbankan syariah, pada umumnya
mereka mengatakan bahwa tidak ada format tertentu yang digunakan dalam

kontrak bisnis syariah. Seperti yang dikemukakan oleh notaris Ariadin yaitu:

*% Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), 1.
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Dalam kontrak bisnis syariah secara umum tidak mensyaratkan
format tertentu yang digunakan, jika kedua belah pihak telah
mencapai kesepakatan dalam hal hak dan kewajiban masing-
masing kemudian itulah yang dituangkan dalam bentuk
perjanjian.>

Hal ini menunjukkan bah wkum kontrak merupakan suatu aturan

hukum yang memiliki pe n_hubungan hukum bisnis dan

\/alcl 1erkKa

at luas, dalam arti menj

ubungan para pengusa hak dan
am rangka menciptak dalam

is dan tujuan yang dii
ﬂis Bustan ba ‘
eh undang-undang un tidak

kontrak yang baik, hanya diperintahkan dalam undang-undang
untuk membuat kontrak 'secara tertulis yang dibuat dalam bentuk
akta notaris yang dirundingkan oleh kedua belah pihak.>

senada diung

ecara tertulis diperi

Pembuatan kontrak tidak disyaratkan suatu format tertentu karena

dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan

%! Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2020.
>2 Bustan, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 23 Mei 2019
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tentang format kontrak yang baik. Kontrak yang dibuat secara tertulis yang
memang telah diperintahkan berdasarkan undang-undang dengan ancaman
bahwa kontrak tersebut tidak mengikat jika tidak dibuat secara tertulis, atau

biasa disebut dengan perjanjian formal, biasanya sudah ada format tertentu

yang telah disiapkan oleh n ntrak tersebut harus dibuat dalam

bentuk akta notari ebut bukan merupakan

perjanjian form arti tidak diwajibk ndang-undang untuk
dingkan

bentuk

trak standar.

njian para pihak harus

Meskipun tidak diper

andar yang berlaku dalam kontrak

kontrak

Latar Belakang Latar belakang diadakannya suatu
perjanjian/kontrak serta kedudukan para pihak

4) Kalimat penghubung: Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para
pihak sebelum memuat pasal-pasal tentang isi atau muatan perjanjian

5) Substansi Perjanjian/Kontrak

5% Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 147.
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6) Klausul Penunjang
7) Penutup
8) Lampiran

Pembuatan kontrak tidak disyaratkan suatu format tertentu karena

dalam undang-undang tida n yang secara tegas menentukan

tentang format kon ibuat secara tertulis yang
lis, atau
tertentu

eh notaris kalau kontra

etapi kalau perjanjian

m arti tidak diwajibka g untuk
ara tertulis, kontrak semacam inilah yang

gsung oleh para pi d la yang dibus bentuk

sahnya suatu perjanjian adalah:
a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Dalam hukum
syariah yang terkait dengan perjanjian, ketika perjanjian tersebut
bertentangan dengan hukum syariah maka dengan sendirinya perjanjan

tersebut tidak sah, dengan sendirinya telah menghilangkan kewajiban para

>* Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 147.
>> Ascarya, dan Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Ke bank sentralan Nomor
14, Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Ke bank sentralan, Jakarta, 2005, hal.14
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pihak untuk tetap mematuhi perjanjian tersebut. Menurut pasal 1320
KUHP terdapat empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah
sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak

benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut tidak sah. Yang

dimaksud dengan sebab nar atau tidak halal adalah sebab
yang dilarang ol engan norma kesusilaan,
atau keterti
alam hal
tersebut.

harus atas dasar sali ; pilihan

bahwa dalam mencapai ak harus

n masing-masing pihak akan isi
ebut. Kesepakatan yang ada harus lahi dak para

pa i puan.

memuat
di objek
. Contoh
seorang yang ingin menjual®mobilnya harus menyebut dengan jelas
merk, warna, tahun produksi, harga hingga ciri-ciri dari mobil tersebut.

Hal ini perlu agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang apa yang telah

dipejanjikan.
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Selain daripada rukun dan syarat akad, ada beberapa hal yang diatur
dalam kontrak syariah. Seperti yang diungkapkan oleh Hasnah yang
mengatakan:

“Hal-hal yang diatur dalam kontrak syariah misalnya dalam akad
pembiayaan murabahah tert dalam setiap pasal dalam akad tersebut
seperti: 1) Ketentuan P Definisi, 3) Pelaksanaan prinsip
Ketentuan pembayaran, 6)
innya yang terkait dengan

nasabah
ut adalah
imana dalam ketentuan meliputi
ka, marjin keuntunga
iayaan, penggunaan pe
tu, dan jatuh tempo pembayaran.
k-bentuk perjanji iah dapat dilihat
ah. Sesuai d 1 angka 25
kegiatan
biayaan
berdasarkan prinsip bagi hasil);. Musyarakah (pembiayaan berdasarkan
prinsip usaha patungan), Murabahah (jual beli barang dengan memperoleh

keuntungan) dan ljarah (pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip

sewa).

*® Hasnah, Bank Muamalat di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019
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BTN Syariah merupakan salah satu Bank Syariah yang menerapkan
pembiayaan  Murabahah. Adapun ketentuan-ketentuan  pembiayaan
Murabahah pada BTN Syariah Parepare dicantumkan dalam akad Murabahah

sebagai ketentuan pokok akad yaitu:

a. Pembiayaan Murabahah aan jual beli antara bank (sebagai
penjual dan pen h (sebagai pemesan atau

, harga beli dan ha ank kepada nasabah,

syariah,
ra perolehannya yang d c bah telah
leh bank secara sah.
C. j barang meliputi ha i di margin
ngan. Apabila terdapat diskon atas objek" tersek aka akan
gi harga beli atau uai ketentuan yang

d. merupakan ngan harga an yang

Ji keunturpllnaE PNRE beli mu an yang

akad dan tidak berubah selama‘periode akad dengan kondisi apapun.
e. Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh yang
meliputi utang murabahah ditambah biaya-biaya lain yang timbul akibat

akad transaksi dan bank wajib menyampaikannya kepada nasabah.

o

. Jangka waktu pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan

nasabah.
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f.  Uang muka adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank dan disetujui
oleh nasabah, uang tersebut disetor terlebih dahulu kepada bank atau
kepada pemasok. Uang muka tersebut merupakan bukti tanda

kesungguhan nasabah dalam transaksi.

g. Bank dapat meminta tau ‘urbun yang besaran dan

mekanismenya atan bank dan nasabah.

ahah tidak jadi disepa

a nasabah setelah dikura

g muka itu tidak men ntuk
nasabah wajib membayar kekurangannya

h. em terhadap selain ob

ungkapan Ruaedah yang menga : “Penetapan jaminan bertujuan

untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar
pinjamannya/pembiayaannya pada bank, disamping itu juga sebagai

bentuk keseriusan nasabah terhadap pembiayaan yang diajukannya”.”’

>’ Hasnah, Bank Muamalat di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019.
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i. Bank dapat memberikan potongan pelunasan bagi nasabah yang telah
melakukan pelunasan piutang murabahah tepat waktu atau bagi nasabah
yang melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

Sebagaimana ungkapan Ruaedah yang mengatakan:

“Pelunasan dalam urabahah pada bank Bank Syariah

n atau diskon bagi nasabah
tongan dalam murabahah

K. . unduk kepada peratur Jan yang
isili pihak-pihak yang b i. Pe tersebut

donesia,

melalui

Pengadilan Agama atau Badan A ase Syariah Nasional yang putusannya

bersifat mengikat.”® Selanjutnya Ruaedah mengatakan:

“Perjanjian yang dibuat akan menjadi aturan atau hukum yg berlaku
bagi para pihak, olehnya itu beberapa hal yang diatur dalam kontrak
syariah dapat menjadi rambu yg membatasi para pihak, yaitu: 1) Harus
memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, 2) Tidak dilarang oleh UU, 3)
Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, 4) Harus

>% Hasnah, Bank Muamalat di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019
>° Akad pembiayaan Murabahah bersumber dari Bank Muamalat Indonesia (BMI).
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dilaksanakan dengan itikad baik, 5) Tidak menghalalkan yang haram

dan mengharamkan yang halal.”®

Untuk hal-hal yang penting dicantumkan dalam perjanjian Menurut

advokat Brigitta Imam Rahayoe, poin-poin yang pada umumnya ada dalam

suatu perjanjian antara lain un tidak terbatas pada): 1) Para

pihak, 2) Pendahu an dan Jaminan, 5) Isi

Jangka waktu berlakun
akta perjanjian/akad erbankan
ris. Notaris yang men kontrak

ntut untuk memperhatikan rukun ya suatu

syariah seper ukan dalam syariat ermasuk
usul yang te sal dalam ak dasarkan
N —

h notaris
ayaan, 3)
Jangka waktu dan cara pembayaran, 4) Tempat pembayaran, 5) Biaya,
Potongan dan Pajak, 6) Jaminan, 7) Penyelesaian Perselisihan dan
sebagainya.®

Sementara notaris dalam kaitannya dengan pembuatan akta, notaris
membutuhkan saksi-saksi yang diatur dalam pasal 40 Undang-undang Jabatan

Notaris yaitu:

® Hasnah, Bank Muamalat di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019
%1 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4d256710748f2/poin-poin-dalam-perjanjian
%2 Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019
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1) Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua)
orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. Paling sedikit b elapan belas) tahun atau telah

unyai hubungan perka an darah
urus ke atas atau keba n derajat

samping dengan deraj aris atau

3) S i at i Notaris

4) g an saksi
dinyatakan secara tegas dalam'e

Pelaksanaan akad perlu memperhatikan apakah hak dan kewajiban
masing-masing pihak sudah terpenuhi sehingga dalam pelaksanaan
tersebut tidak ada pihak yang terlanggar haknya. Dalam perspektif hukum
perjanjian Islam, akad yang cacat terjadi antar pihak yang menjali ikatan

perjanjian sehingga dapat menghilangkan kerelaan sehingga pada saat
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pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau
membuat akad tersebut tidak sah.
Suatu kontrak syariah pencatatannya dilakukan di depan notaris

sebagai pejabat pembuat akta agar kontrak tersebut tidak dikategorikan

akta yang otentik karena
. ehingga kontrak bisnis
dilakukan dan dic adapan notareigs supaya

hal yang

kad karena tidak terpen la antara

bersangkutan. Hal-hal merusak
lah: Tidak terpenuhin ‘ un akad
saan, kekeliruan, penipuan atau pemal: dan tipu
akni memaksa pi n secara
ucapan
ancaman
5 berbuat
dan hilangnya kerelaan. Suatu Kkontrak dianggap dilakukan di bawah
intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal seperti, yaitu:**
1. Pihak yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya.

2. Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan

dilaksanakan terhadapnya.

8% Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019
* Ghufran Mas’adi A., Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), hal.

27
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3. Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarganya terdekat.
4. Orang yang diancam itu tidak punya kesempatan dan kemampuan
untuk melindungi dirinya

Pada proses perjanjian tidak selamanya menguntungkan kedua belah

pihak yang melakukan lanya akad yang dilakukan itu

mengandung k ibatkan akad tidak lagi

uatan hukum atau efek :

k yang batal dan tanpa : A kontrak
oleh anak dibawah um puat atas

n, dibawah tekanan, k pengaruh
an yang tidak semesti i kepada

rkena dampak (korban kontrak
gitupula bilamana salah I keadaan

tau mengalami gangguan mental.

engan demik' Iﬂrusur dari @ ng cacat

atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman
sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas
berbuat dan hilangnya kerelaan.

2. Kekeliruan atau kesalahan (Ghalath). Kekeliruan yang dimaksud adalah

kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada

® Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019
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dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas
tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga dan pada sifat obyek
kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna

abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal

sejak awal atau batal d ila kekeliruan terjadi pada sifatnya

erasa dirugikan berhak
3 artinya

ara obyek akad (barang
ndah dari harga sesung
ir (Penipuan) vyaitu unyi at pada
gar tampak tidak seperti sebenarnya atau
al terhadap ng dengan maksud un

a yang lebih

ahalah yap“r“!lp(ipEEetaan ya

6. Al-Gharar yaitu semua jual beli yang mengandung Kketidakjelasan,
pertaruhan, atau perjudian.

Pembuatan kontrak bisnis syariah tidak menutup kemungkinan

terjadinya konflik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Hal ini

perlu dihindari dalam membuat kontrak bisnis. Ada beberapa hal yang

61

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



harus diperhatikan dalam membuat kontrak syariah agar terhindar dari

konflik
1) Lakukan riset mengenai rekan bisnis

2) Pasikan identitas para pihak

3) Cantumkan secara jel wajiban para pihak
4)

5) Tulism

gketa dapat dilakukan
a tertua melalui proses
g proses penyelesaian

uar pengadilan. Proses liti

responsif, dan menimbulkan: permusuhan di antara pihak yang

bersengketa.

“Jalan musyawarah adalah merupakan jalan yang paling aman, tanpa
resiko didalam menyelesaian setiap persoalan kehidupan. Tak
terkecuali dalam persoalan sengketa ekonomi syariah. Walau pun
akad atau kontrak bisnis telah dibuat atau dirumuskan sedemikian
rupa, lengkap, cermat dan sempurna, namun dalam perjalanannya
sering mengalami kendala-kendala maupun hambatanhambatan yang
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pada akhirnya akan membawa kerugian bagi salah satu atau bahkan

kedua pihak yang terikat dalam akad tersebut”.%

Konsep shulh (perdamaian) merupakan doktrin utama dalam Hukum

Islam di bidang muamalat untuk menyelesaian suatu sengketa, dan itu

sudah merupakan conditi on dalam kehidupan masyara’at

manapun, karen bukanlah suatu pranata
positif belak an berupa fitrah dari
dengan
arbiter

sudah tidak asing lag

ternasional.  Kesepak

eta kepada Badan
dapat dibuat oleh para pihak p

an sebelum sengke

pa pihak

“Dalam tahap-tahap membuat suatu kontrak, tidak semua kontrak
tertulis harus dilakukan oleh kedua belah pihak pada tahap
tersebut, karena dapat saja terjadi bahwa hanya satu pihak yang
membuat draft kontrak kemudian diserahkan kepada pihak lain
untuk mencermati apa-apa yang masih perlu perbaiki (ditawar)
oleh pihak lainnya, kemudian diadakanlah perbaikan-perbaikan
seperlunya hingga terjadi kesepakatan mengenai seluruh klausul

yang terdapat dalam draft kontrak tersebut”.®®

®¢ Bustan, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 23 Mei 2019

® Dadan Muttagien, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. (Yogyakarta: Kreasi Total Media,
2008), hal. 60.

%8 Bustan, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 23 Mei 2019.
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selanjutnya diungkapkan oleh notaris Ariadin dalam wawancara dengan
peneliti yang mengatakan:

“Apabila para pihak berada pada daerah yang berbeda, untuk
menandatangani kont ersebut biasa juga dilakukan oleh para

a rangkap naskah kontrak
jada pihak lain untuk

saja hal
nilainya
nilainya
pat dan

tinggi. Sedangkan u
pihak harus menandatan
sama”.%

syarat sah kontrak (akad) menurut hu Syarat

an dengan Ariadin

dl104d J'Illhlhr- Sa

menentukan keabsahan sebuah transaksi dalam persfektif
syariah.”

Akad yang memenuhi rukun serta syarat terbentuknya, syarat
keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karenanya akad

tersebut sah dan dapat dilaksnakan akibat hukumnya adalah mengikat para

% Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019
7 Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019
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pihak dan tidak boleh satu pihak menarik kembali persetujuannya secara
sepihak tanpa kesepakatan pihak lain, namun ada beberapa akad yang
menyimpang dari asa ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun

dan syaratnya telah dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh sifat akad itu sendiri

atau boleh adanya ha opsi untuk meneruskan atau

membatalkan se ihak. Dalam wawancara

peneliti deng Ariadin mengatakan

erlakunya suatu kontra

ontrak. Suatu kontrak b

ruang kepada para pihak untuk dapat menentukan kapan kontrak
dimulai dan kapan mengakhirinya. Pasal 1646 ayat (1) BW
menyatakan bahwa

“ persekutuan berakhir dengan lewatnya jangka waktu untuk

mana persekutuan telah diadakan”.

™ Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019
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b) Salah satu pihak membatalkan kontrak
Kontrak juga dapat berakhir jika salah satu pihak merasa
dirugikan dengan membatalkan atau menghentikan segala kewajiban

terhadapnya yang mengakibatkan berakhirnya kontrak. Hal ini dapat

erjadi jika dalam pe jian terdapat unsur khilaf, atau

penipuan. Khi janjian (errorin objecto),

anya kompetensi khu erjanjian
memberikan sesuatu se : g, maka

erlaku bagi ahli warisn G lak harus

= PAREPARE

2. Kompetensi Notaris dalam puat Kontrak Bisnis Syariah di Kota
Parepare.

Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri
perbankan syariah saat ini, karena notaris memiliki peranan dalam

pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan

pengikatan jaminan. Praktik perjanjian bisnis di dunia perbankan dewasa
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ini tentu sangat membutuhkan notaris yang mampu memahami konsep-
konsep akad syariah dan penerapannya dalam praktek perbankan syariah.
Pemahaman terhadap kontrak-kontrak bisnis dalam berbagai produk

keuangan dan perbankan syariah merupakan suatu hal yang mutlak dan

harus dikuasai oleh kan syariah, seperti perjanjian

murabahah, mu sebagainya.

Pada syariah notaris dib ntuk membuat akad.

(mencari

satunya
hah. Sebenarnya bank i uat akad
akad tersebut sama d tangan,
t kemudian disahkan

ersebut sama_dengan akad yang dibuat not

oleh notaris ilik : embuktian yang na sama

akta otentik Iz - 3 yang memt:

barang tidak bergerak lainr yang termasuk dalam lingkup hak
tanggungan lainnya. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, akan tetapi

tidak menggunakan istilah utang piutang, yang digunakan adalah sesuai

67

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



dengan akad nomor sekian-sekian, karena istilah utang piutang hanya
digunakan oleh bank konvensional.”
Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus

berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat

dan martabat profesionali ilang dan tidak lagi mendapat

j semata,
penting
ab untuk melaksanaka diberikan
mum yang dilayanin is harus
da Kode Etik Notaris i diartikan
prilaku yang disusun secara tertu i s sebagai

an yang harus dipe engembangkan seb fesi.

otaris harus dapat diperc: h kedua

ihak. KarP nansEpwlRuEiipercaya

kehendaknya dan memberikanisegala keterangan yang diperlukan dalam
pembuatan akta tersebut.Notaris dipercaya untuk menjaga dan
merahasiakan keterangan yang diperolehnya tersebut. Hal itu sejalan
dengan kewajiban menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam

perbuatan hukum, karena kerahasiaan tersebut untuk melindungi

72 Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 22 Mei 2019
73 Lumban., T.G., Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga (1999).
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kepentingan para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Notaris juga
harus bersikap jujur dalam tugasnya, jika dimintai untuk memiliki
kelengkapan sertifikat syariah, maka notaris harus mengikuti pelatihan

terkait sertifikasi tersebut, guna membuktikan bahwa dirinya memahami

dan mampu untuk me ad pembiayaan syariah tersebut.
Walaupun notari k terafiliasi dengan bank,
notaris teta i iri rpihak, karena pihak
berikan
sebagai

ebagai pembuat akta ak

ryono, kode etik mem

i berikut :™
alat kontrol

hc k lain

n konflik.

Dalam tlpiq n«ErP irn Eewenang s untuk

akad perjanjian sesuai deng kesepakatan yang telah dibuatnya.
Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam akta Notaris yang
kemudian ditandatangani oleh para pihak di depan Notaris dan menjadi
bukti telah disetujui oleh para pihak akan isi akad perjanjian tersebut.

Persoalan akan terjadi apabila salah satu pihak yang membuat akad tidak

7% Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 1997)hal. 78-
79
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melaksanakan isi akad yang telah disetujuinya itu, sehingga dapat
menimbulkan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan transaksi ekonomi
syariah.

Dalam wawancara peneliti dengan notaris Ariadin terkait dengan

tugas dan wewenang notari

idak mencantumkan

syariah.
dengan

ran perundang-undanga
ang berkepentingan u
ik, menjamin kepasti an akta,
mpan akta, memberika i kutipan
semua itu sepanjang p aktz dak juga
askan atau dikecualikan k ejaba au orang

ain yg ditetapkan oleh UU.”
otaris berwnlﬂ autentik m

an, perjapndn ;E?lw Eharuskan peraturan
y

)entingan

semua

untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan

akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan

" Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 3 Juni 2019
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atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang®
KUHPerdata pasal 1867 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis akta,

yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Pada pembiayaan di bank

syariah, terdapat dua jeni embiayaan, yaitu akad di bawah

tangan yang dib dan akta autentik yang

emiliki kekuatan hu
apabila salah satu ata

rtuang dalam akad t

ukan apa tetapi tida

* PAREPARE

4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian
Notaris juga harus memperhatikan syarat subjektif dan syarat

objektif dalam pembuatan akad pembiayaan.

Syarat subjektif terdiri dari :

1. Subjek perikatan

’® Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014, TLN No0.5491, Ps. 15.
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Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah kecakapan
hukum dari para pihak. Dalam UUJNP disebutkan bahwa penghadap
harus berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah

menikah, cakap melakukan hukum, dan harus dikenal notaris, baik

melalui identitas, ma Ikan oleh penghadap lainnya atau

saksi. Dala orang yang telah cakap

berusia
k di bawah pengamp gan in, yang
n pada subjek perikatan ebaga t:

i usia dewasa

bisa dilaku h orang-

jek perikata kan oleh

adan hulpnn E? Ar“eriksa S asa bagi

2. Pernyataan kehendak dari g
Pernyataan yang jelas dari para pihak untuk melakukan akad,

hal-hal apa saja yang harus dituangkan dalam akad, tanpa mengandung
unsur paksaan dan penipuan. Semua itu harus diterangkan dan
diceritakan sejelas-jelasnya pada notaris, agar notaris bisa

merumuskan dan menuangkan apa yang dikehendaki para pihak dalam
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akad pembiayaan yang dibuatnya. Maka dari itu, notaris wajib
membacakan akad yang dibuatnya di hadapan para pihak, agar para
pihak mengetahui dan memahami dengan jelas isi dan ketentuan akad

tersebut, apakah sudah sesuai dengan kehendak mereka atau belum.

Sedangkan syarat objektif iperhatikan adalah sebagai berikut:
1. Suatu hal ter

tertentu adalah ob bisa berupa benda

ai berikut:
a dilangsungkan
h syariah

serahterimakan

dan tidak merugikan siapapun. Isi perjanjian akad juga tidak dapat
bertentangan dengan UndangUndang, kesusilaan, dan ketertiban
umum. Dalam hukum perikatan Islam, tujuan dalam akad dianggap
sah jika:

a. Tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang

bersangkutan tanpa akad yang diadakan
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b. Harus berlangsung hingga berakhirnya akad
c. . Harus dibenarkan oleh syariah.
Peranan notaris syariah dalam pembuatan akta otentik dalam setiap

perjanjian bisnis di perbankan syariah sangatlah penting. la bukan hanya

berkaitan langsung den nnya di dalam pembuatan akta

otentik yang dip but, namun juga terkait
dengan hak i ian-perjanjian lainnya
k benar-
ekali diri
yang cukup memadai jeni akad dan

gan di bank syariah.

wancara dengan notaris bahwa:

Salah satu kewajiban notaris da pe kontrak
bisnis i rahasia terh ta yang

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.
Hal-hal tersebut menuntut notaris untuk benar-benar memahami tentang
akad syariah, agar notaris memenuhi profesionalitasnya dalam
menjalankan jabatannya serta memenuhi ketentuan kode etik, dimana

notaris harus senantiasa memperbaharui keilmuannya dan memperhatikan

77 Bustan, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 31 Mei 2019
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peraturan-peraturan yang terbaru. Notaris dituntut untuk selalu
meningkatkan kualitasnya, dalam hal ini kualitas ilmu.Untuk itu notaris,
harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Notaris

Ariadin mengatakan bahwa:

“Kewajiban notaris da

atan kontrak bisnis syariah yaitu: 1)
Jujur, 2) amana g

Membuat akta, 4) Memberi
1jaga rahasia terhadap akta

mempunyai kewajiba
atan kontrak bisnis ter alah a adalah
istrasi dalam membuat bisn

a peneliti dengan notaris mengatakan bahw:
pembuatan

“Kewajiban
syaria i
mem ( ituliskan
nama, jaba dan  tempat yang

yai stempel ap yang
“PAREPARE

meliputi:®
1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

’® Bustan, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 31 Mei 2019

7 Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 03 Juni 2019

8 salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris,Bentuk Dan
Minuta Akta), (Jakarta, rajawali Pers,2016), him 42
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2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari protokol notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta

akta;

4. Mengeluarkan grosse kta, atau kutipan akta berdasarkan
minuta akta;

yanan sesuai deng uan dalam undang-

yang diperoleh guna i dengan
tan, kecuali undang-un
g dibuatnya dalam 1 (s ku yang

uat 'tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan j lah akta

k dapat dimuat buku, akta terseb at dijilid

jadi lebih sa mlah minuta lan, dan

e PR REPARE:
D

diterimanya surat berharga.

9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan
waktu pembuatan akta setiap bulan;

10. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan

wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam
waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada

setiap akhir bulan;

12. Mempunyai cap atau emuat lambang Negara Republik

Indonesia d arinya dituliskan nama,

k Notaris jika diteliti, san lain,

ris tidak mau atau m jasanya,

n antara akta yang aka i dengan

ang diterima Notaris. K menolak
jasanya kepada pihak ya, maka
arus merupakan penolaka inya ada
tau argumentasi hukum yang je sehingga
i intinya
ris akan

1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jadi
berhalangan karena fisik.
2. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang

sah

# Bustan, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 31 Mei 2019
8 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, (bandung, PT Refika Aditama, 2014), him 87
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3. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani
orang
4. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh

penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan

kepadanya
5. Apabila yan bayar bea meterai yang

diwajibk

ak menghendaki bahw.
k dikuasai olehnya, at
ara dengan bahasa tida aris tidak

a yang dikehendaki oleh mereka.

Nomor 3Fﬂrn0Ee“aﬂaElotaris, ya

. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

3. merangkap sebagai pegawai negeri;

4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

5. merangkap jabatan sebagai advokat;

8 salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris,Bentuk Dan
Minuta Akta), (Jakarta, rajawali Pers,2016), him 45
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6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau

Pejabat Lelang Kelas Il di luar tempat kedudukan notaris;

8. menjadi notaris peng

9. melakukan p n dengan norma agama,

kesusilaa patutan yang dapat ruhi kehormatan dan

etik berupa, tegur

g melanggar larangan i

l:)a.85

ngatan tertuli

berhentian s

berhentiap(namEPi R E
!

Orang yang dapat memberikan sanksi terhadap notaris yang
melanggar yaitu Dewan Kehormatan®. Pihak yang dirugikan oleh notaris

melapor kepada Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di kab/kota.

# Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 03 Juni 2019

8 salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris,Bentuk Dan
Minuta Akta), (Jakarta, rajawali Pers,2016), him 45

# Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 03 Juni 2019
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Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas
tiga Majelis yang berjenjang yakni Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang
dibentuk dan berkedudukan ditingkat Kabupaten atau Kota, Majelis

Pengawas Wilayah (MPW), yang dibentuk dan berkedudukan ditingkat

Provinsi, dan Majelis at (MPP), yang dibentuk dan

berkedudukan diti

enjaga kepentingan p

n pelanggaran terhadap

isnis_syariah dalam pembuatannya harus
syariah yang ber menangani k bisnis
memiliki t i dapat
endasikaP ltn Epﬁrn Entrak syariah
' syariah.

Wawancara notaris Bustan padatanggal 31 Mei 2019 menyatakan bahwa:
Kriteria Notaris yang direkomendasikan dalam menangani

kontrak syariah g/aitu mereka yang telah mengikuti
Pelatihan Syariah.®

#” Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014, TLN No0.5491, Ps. 15.
# Bustan, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 31 Mei 2019
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Hal senada diungkapkan oleh notaris Ariadin tentang notaris
yang dapat direkomendasikan dalam menanangani kontrak bisnis
syariah, yang menyatakan bahwa:

Notaris yang direkomendasikan dalam menangani kontrak
syariah adalah mere ang telah melalui jenjang pendidikan

g dibuat oleh notaris
n hukum. Dalam waw.

| 31 Mei 2019 dalam h

alam pembuatan kontra

Oleh karena posisi dan peran notaris sangat penting dalam kontrak
bisnis syariah sehingga dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang
baik terutama dalam hukum Islam yang memenuhi rukun dan syarat suatu

kontrak. Notaris Ariadin mengatakan bahwa:

# Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 3 Juni 2019
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Seorang notaris yang menangani masalah kontrak syariah dituntut
untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup
memadai mengenai jenis-jenis akad syariah, seperti Mudharabah,
Murabakah, ljarah, dsb dan produk-produk dari lembaga keuangan
syariah, karena berbeda dengan jenis produk yang ditawarkan oleh
bank konvensional, misalnya tabungan syariah.*

Lebih lanjut disebu ris Ariadin bahwa “dalam hukum

ekonomi syaria h Notaris sama dengan
a umumnya, yakni

dasarkan

tu obyek”. ™

atan sebagai Notaris s

gingat fungsi Notaris a
embuat alat bukti tertulis berupa akta auten

dapat dikatakan se kti

2 Notaris
ebaninya
seseorang atas suatu kewajiban.

Sesuai dengan kewenangannya dalam membuat akta, notaris berhak

untuk membuat semua akta yang diperlukan oleh para pihak sepanjang

% Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal .3 Juni 2019

°* Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 3 Juni 2019

%2 Baharudin, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli
Tanah, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2014, him.2,

% Abdul Ghafur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika,
(Yogyakarta: Ull Press, 2009), him.25.

82

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



kewenangan untuk membuat akta tersebut tidak dikecualikan kepada pihak
lain (openbaar ambtenaar ). Keberadaan notaris dalam kontrak bisnis
termasuk bisnis syariah adalah sangat penting mengingat tugas pokoknya

membuat akta otentik yang diperlukan sebagai alat bukti telah terjadinya

peristiwva hukum. Sebagai m pembuat akta otentik, notaris

dituntut memiliki rja mandiri, jujur tidak

enuh rasa tanggung isamping itu, ia juga

taris dalam membuat i oleh 4

erwenang sepanjang Y te yang

h i e 3 ng,untuk

A kata itu

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta
itu.
Mengingat begitu besarnya tugas yang menjadi tanggungjawab
seorang notaris maka dibutuhkan adanya suatu kode etik sebagai pedoman bagi

notaris dalam bersikapdan berprilaku dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik

% Ustad Adil. Mengenal Notaris Syariah. (Bandung: PT Citra Adita Bakti.2011). HIm. 5
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yang telah disusun sebagai aturan bagi profesi pasti memiliki tujuan agar
terciptanya keselarasan dalam pelaksnaan tugas dan fungsi secara profesional.
Namun dalam masyarakat masih ditemukan beberapa notaris yang

melanggar ketentuan kode etik notaris, untuk hal ini Dewan Kehormatan

Notaris sebagai wadah yan i. masalah atau pelanggaran yang

dilakukan oleh no baik sebagai anggota
perkumpulan ata sendiri atau setelah aduan secara tertulis

yakinkan
a pelanggarnya sesuai d ngka
mbatan Notaris dalam

iap notaris harus pengetahuan yang luas dan
serta keter i lam meranca enyusun,
berbagai Pkr“ EMREknis yurid api, baik
h ejujuran,
ketulusan dan memiliki sifat atat, pandangan yang sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya
Dalam pembuatan kontrak bisnis syariah ada beberapa tantangan
dan hambatan yang dialami oleh notaris.

Tantangan yang dihadapi notaris dalam menangani kontrak bisnins
syariah diantaranya adalah terkait dengan instrumen hukum yang
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menjadi pedoman masih kurang, yaitu hukum yang masih berkiblat
ke hukum perjanjian konvensional.*®

Akad memiliki arti yang sama dengan perjanjian, yaitu kesepakatan
para pihak untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum

tertentu. Dari kesepakatan ini emudian dibuat akta akad pembiayaan.

Akad pembiayaan seri nsaksi yang berprinsip syariah,

terutama dala p perbankan sye ad memiliki kesamaan

dak dalam akad tanpa a

elaksanakan kehendakn

kebebasan berkontrak, ksud

ang untuk me apapun da apa saja
dengan kepenti ' la atas-batas aan dan
pan umum, sekalip jian tersebut berte dengan

o

diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian
tersebut ditutup. Namun demikian para pihak dapat menentukan lain.
Misalnya si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang

tersebut di rumah si pembeli. Menurut al-Zarga kebebasan berkontrak itu

meliputi empat segi kebebasan yaitu

9 Ariadin, Notaris,
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a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian,
b. Ttidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata
berdasarkan kata sepakata (perizinan).

c. Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama

d. Kebebasan untuk me perjanjian.
Pada instr ini masih dirasa kurang

kontrak  bisnis

it da

Hal ini tentu menyalahi peraturan yang ada, namun disisi lain para
pihak sudah mempercayakan kepada Notaris karena sudah menjadi
rekanan untuk mengurus pembuatan akta tersebut, dan tidak semua pihak
mengetahui akibat dari tidak terpenuhinya hal tersebut bisa menjadi

menjadi perjanjian dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya menjadi

dibawah tangan, tidak menjadi akta otentik lagi. Dalam hal ini penulis
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menyarankan bahwasanya apabila salah satu pihak tidak bisa hadir dalam
pembuatan akta sebaiknya dalam pelaksanaanya dapat diwakilkan melalui
surat kuasa yang sekurang-kurangnya dilegalisasi oleh Notaris, sehingga

akta tersebut tidak turun menjadi akta atau dibawah tangan.

Meskipun produk-p syariah berlandaskan pada hukum
Islam, namun iperuntukkan bagi umat
muslim saja mat non muslim. Ba
dianut.
ris dalam membuat ak di Bank
a apa yang dituangkan , karena

is hanya menuangkan s

am akta, sepanjang memenuhi k

11

SAHPAREPARE

bahwa dalam prosedur pembuatan kontrak bisnis di Kota Parepare pada
dasarnya tidak mensyaratkan suatu format tertentu sepanjang kedua belah
pihak telah mencapai kesepakatan dalam hal hak dan kewajiban masing-
masing. Dalam Undang-undang diperintahkan untuk membuat dan/atau

mensyahkan kontrak secara tertulis dalam bentuk akta notaris yang

merupakan hasil perundingan dari kedua belah pihak.
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Format akta akad pembiayaan syariah tersebut merupakan format akta
kebiasaan yang berlangsung dalam akad pembiayaan bank syariah. Tetapi
pada umumnya untuk bagian isi bisa berbeda-beda pada setiap bank syariah,

karena setiap bank syariah memiliki ketentuan yang berbeda terhadap

pembiayaan syariah.
Dalam proses h notaris diawali dengan

istilah Offering Letter

rikatan yang dibuat ole

misalnya akad muraba

ntungan, harga jual b asi, jenis
n, gunaan
biayaan, angsuran j ta’'widh
jenis jamin i ili an, luas
lari bank
Setelah mendapatkan ajuan®penawaran dari pihak bank, selanjutnya
notaris memeriksa dan mencermati hal-hal yang diinginkan dalam penawaran
tersebut, selanjutnya notaris meminta kelengkapan dokumen dari klien atau
user seperti fotocopy perjanjian kredit antara bank dengan para pihak yang

membuat kesepakatan, asli jaminan misalnya sertifikat untuk dilakukan
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pengecekan, identitas para pihak dan kelengkapan berkas lainnya. Untuk
kelengkapan dokumen KPR pihak bank harus menyiapkan:
1) Surat penegasan persetujuan penyediaan kredit (SP3) yang memuat hal:

nama debitur, nomor debitur, jumlah fasilitas kredit (nilai KPR), jenis

fasilitas kredit, presentas asil, jangka waktu kredit, tanggal

jatuh tempo an ibayar serta nilai jaminan
2)
3) : j : : isi nama
eloper), perorangan at < py KTP
pemegang hak, nomor or surat
PT-PBB tahun berjala ya, serta
i pajak PPH dan BPHATB.
4) kapan doku p ebelum akad KPR pastikan

ada SP3K, awah tanga debitur

stri, KTP NRrE P AJ“/EI dan eluarga,

5) Prosedur/tahapan pelaksanaanakad KPR dan pengikatan jaminan.
- Pastikan SP3K sudah ada dari Bank

- Pastikan Copy KTP debitur, kreditur, copy developer

- Pastikan asli sertifikat jaminan sudah diserahkan developer

- Pastikan sertifikat telah dilakukan pengecekan

- Pastikan PPH dan BPHAT telah dibayar
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- Pastikan perjanjian kredit dibawah tangan telah diserahkan oleh bank
dan lakukan legalisasi perjanjian kredit, akte jual beli telah dibuat dan
dinomori, akte pengakuan hutang telah dibuat dan dinomori, surat

kuasa membebankan hak tanggungan, akte pemberian hak tanggungan

telah dibuat dan di ntuk akad KPR dan tandatangan
perjanjian Kr

6) Penyerahan proses balik

n,

redit yang telah ditand dan telah
pengakuan hutang ya i ani, akte

telah  ditandatang telah

yerahan Pwnl iElPlilﬂ-E/ang tela i didaftar

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh
lembaga notaris yaitu dalam hal kelengkapan dokumen penghadap
(klien/user/bank). ® Standar Operasional Prosedur untuk kelengkapan
dokumen yang ada pada lembaga notaris dan PPAT memiliki staf yang

menangani kelengkapan dokumen tersebut yaitu bagian prepare akta,

% Ariadin, Notaris di Parepare, wawancara, tanggal 3 Juni 2019.
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penyimpanan minuta dan laporan yang bertugas meminta dan menyiapkan
kelengkapan dokumen penghadap (user/bank), berupa copy e-KTP, copy
NPWP, copy Kartu Keluarga, copy Akte, copy SPPT-PBB, dan STTS, copy

dan/atau asli sertifikat dan dokumen pendukung kelengkapan lainnya yang

diperlukan, dan memasukka tu map biru yang telah ditempeli

kartu kontrol, mem jam penyerahan dokumen,

dan mempersiapkan an  yang

mulai proses pengerja berupa

an pe dan lainnya sesuai apa i N bagian
rmohonan. Selanjutnya membuat dan melakukan p seluruh
rkas permohonan k imasukkan ¢ satu map

irna) yang te trol, membe

jam perprirnlEMLRrEelakukan

dan perkembangan penyelesaian ‘dokumen. Kemudian membuat dan
menyerahkan permohonan (pengecekan sertifikat) yang telah dilengkapi
kepada staf bagian pendaftaran dan penyelesaian dokumen dengan
menandatangani kartu kontrol, memberi ceklis, paraf, tanggal dan jam
penerimaan dokumen. Selanjutnya menerima berkas permohonan yang telah

lengkap dan benar dengan memberi ceklis, paraf, tanggal dan jam penerimaan
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berkas permohonan pada kartu kontrol. Kemudian bagian prepare akta dan
penyimpanan minuta dan laporan membuat dan menyiapkan akta sesuai
dengan activity yang telah ditentukan di dalam KPI.

Selanjutnya sebelum penandatanganan akta harus didahului dengan

pembacaan dan penjelasan isi para penghadap secara baik dan

jelas. Terkhusus u taris, bilaman dokumen

a mengelurakan salina
dari Standar Operasi sed lembaga
alam hal pembayaran ang dengan
gan pajak dan menerima pembayaran paja lien/user

pajak lalu

kemudian bukti pembayaran pa diserahkan kepada bagian prepare
permohonan ke instansi dengan memberi ceklis, paraf, tanggal dan jam
penerimaan dokumen pada kartu kontrol. Selanjutnya bagian permohonan ke
instansi mencatat bahwa seluruh permohonan dan pembayaran pajak telah

selesai dan lengkap untuk segera diefektifkan akta-akta yang telah dibuat.
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Tahap selanjutnya vyaitu setelah seluruh penandatangan selesai,
dilanjutkan dengan memberikan surat yang dikenal sebagai covernote dimana
dalam covernote ini surat keterangan yang diberikan oleh notaris kepada

pihak bank yang berisi keterangan bahwa pada tanggal tertentu telah

dilaksanakan penandatanga jian kredit dan akta pemberian

jaminan antara pi erta keterangan lainnya.

Covernote yang an oleh notaris adala surat keterangan saja,
akta di
g dapat
akibat dari kegagalan co )kan oleh

kelalaian notaris adalah j perdata

melawan hukum at : prestasi.

gjawaban pidana hanya dapat dituntut ke abila ada

ukum yang secara en

s bersama de iterbi put untuk

suatu alﬂlnaEtPnan Eakukan,
0

dapat merugikan pihak bank. Bank hendaknya juga tidak berlindung dibawah
covernote notaris, untuk melakukan pembenaran dalam pencairan kredit.
Covernote dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk
menerangkan bahwa suatu akte sedang dalam proses pengurusan di kantor

notarsi yang bersangkutan. Dalam UUJN tidak pengaturan mengenai

covernote, dalam dunia perbankan covernote digunakan sebagai pegangan
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bagi bank dalam mencairkan kredit bagi debitur agar debitur tidak menunggu
terlalu sampai semua proses selesai.
Covernote pada umumnya berisi keterangan Notaris antara lain

mengenai :

- Penyebutan identitas an wilayah kerjanya

- Keterangan or akta yang dibuat

, balik nama atau lain

genai pihak yang berh ima a proses
ukan

gal pembuatan covern stempel

menarik kembali

uruh pekerja sanakan kem

a baru bapﬁhRHErP naiiiterima

suatu format yang baku, tidak ada‘ketentuan atau undang-undang yang secara
tegas menentukan tentang format kontrak yangg baik. Hal ini dimaksudkan
bahwa format dalam kontrak syariah dapat berlaku positif pada Lembaga
Keungan Syariah (LKS) Bank maupun Non-Bank, pada dasarnya tidak

bertentangan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, dan dalam aplikasi akad-
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akad kontraktual dalam perjanjian syariah yang absah dan dibenarkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku®’.
Dalam hal aturan dalam kontrak bisnis syariah diperoleh informasi dari

hasil wawancara dengan pihak notaris bahwa aturan dalam kontrak bisnis

diperoleh dari perjanjian yan kontrak syariah sehingga menjadi

rambu yang memb adanya asas kebebasan

genal asas terang, tunai 2 m Islam
jug : hukum perjanjian®.
uat secara tertulis yang 3 intahkan

g-undang dengan ancaman bahwa kontra but tidak

rak terse ustdibuatidal akta nota api kalau
PAREPARE

diwajibkan oleh undang-undang’ untuk dibuat secara tertulis, kontrak
semacam inilah yang biasanya dirundingkan secara langsung oleh para pihak,
namun ada pula yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak
standar. Susunan akta perjanjian lazimnya dibuat dengan susunan antara lain:

(1) Judul (heading); (2) Pembukaan (opening); (3) Komparisi para pihak; (4)

%7 Hasnah, Bank Muamalat Parepare, wawancara pada tanggal 22 Mei 2020
*® Dewi Nurul Musijtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah (Yogyakarta:
Parama Publishing, 2012), 47.
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Prameisse (recitals); (5) Isi perjanjian yang berupa ketentuan dan persyaratan
(terms and condition); (6) Penutup (closure); (7) Penandatanganan; dan (8)
Bea materai.

Dari hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa perjanjian yang

dibuat akan menjadi aturan berlaku bagi para pihak, olehnya

itu beberapa hal ya dapat menjadi rambu yg
membatasi para inij i mahaman notaris dari
syariah
ya tidak
notaris sebagai pejabat
ang. Hal ini sesuai den

perjanjian mendapatkan aka harus

notaris, karena itu, setiap bisnis

kliennya agar mencapai kesadaran hukum yang tinggi, yaitu menyadari dan
menghayati hak dan kewajibannya sehingga transaksi yang diperjanjikan
dihadapan notaris tidak cacat secara hukum.

Dalam membuat kontrak bisnis, ada beberapa hal yang harus

diperhatikan agar tidak terjadi konflik atau perselisinan antara kedua belah

% Ustad Adil. Mengenal Notaris Syariah. (Bandung: PT Citra Adita Bakti.2011). HIm. 86
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pihak. Dari hasil wawancara dengan pihak notaris diperoleh informasi bahwa
dalam membuat kontrak bisnis syariah beberapa hal yang harus diperhatikan
sehingga tidak terjadi konflik dengan kedua belah pihak yaitu dengan

melakukan riset mengenai rekan bisnis, kejelasan identitas dari kedua belah

pihak, bahasa yang digunak ak harus bisa dipahami termasuk

mengitung kerugia dan berakhirnya suatu

kontrak. Dalam suatu kontrak ada
is harus
a karena bisa saja han i embuat
kannya diserahkan kep i ada hal-
iperbaiki termasuk kese sul yang
tersebut.

notaris dal k S a perbankan h sangat
khusunya t ad/kontrak. n pihak
bisa merpﬁeanFnenlEnya nam tersebut
\ jan akad
yang dibuat oleh notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sama dengan

akta otentik lainnya.
Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman notaris tentang
prosedur pembuatan kontrak bisnis syariah cukup baik. Hal ini dibuktikan

dengan hasil wawancara peneliti dengan notaris tersebut yang menguraikan

secara lengkap bagaimana prosedur pembuatan kontrak bisnis syariah di kota
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Parepare seperti format kontrak yang membedakan dengan perjanjian
konvensional.
Dalam praktik perjanjian bisnis di dunia perbankan dewasa ini tentu

sangat membutuhkan notaris yang mampu memahami konsep-konsep akad

syariah dan penerapannya perbankan syariah. Pemahaman

terhadap kontrak i produk keuangan dan
perbankan syari n harus dikuasai oleh

syarakah,

(IMBT),
hah, pembiayaan tak
, anatomi akta-akta syar

I wawancara dengan

notaris yang ada di Parepare sudah mengetahui tugas dan wewenang mereka
yang terkait dengan kontrak bisnis. Bahkan dijelaskan bahwa mereka
mempunyai wewenang dalam membuat akta autentik yang didalamnya
memuat tentang jaminan kepastian tanggal pembuatan akta, salinan dan

kutipan akta yang ditetapkan oleh undang-undang.

98

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Terkait dengan hak dan kewajiban, informasi yang diperoleh
berdasarkan hasil wawancara dengan notaris bahwa kewajiban notaris dalam
pembuatan kontrak bisnis syariah adalah menjaga kerahasiaan akta yang

dibuat dalam artian harus amanah serta tetap berpedoman pada kejujuran dan

tidak berpihak serta pelayan ikan harus seusuai dengan undang-

undang yang berlak rus dipenuhi, notaris juga
kondisi
s dalam
is syariah, notaris me larangan
erjanjian secara umum
yat ( g-Undang Nomor 2 T
ng-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabata
luar wilayahnya, m wilayah jabatannya
3 alasan ya bagai pega
jabatan “ RCEPWRIE dengan
terhadap notaris yang melangga angan tersebut. Sanksi yang diberikan
berupa teguran, peringatan, pemberhentian dengan hormat, dan
pemberhentian dengan tidak terhormat (pemecatan). Sanksi ini berasal dari
dewan kehormatan atau majelis pengawas daerah apabila terbukti bertindak
tidak amanah, tidak jujur, tidak seksama dan tidak menjaga kepentingan

pihak terkait dalam perbuatan hukum.
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Dalam pembuatan kontrak bisnis syariah ada kriteria yang diungkapkan
oleh notaris dari hasil wawancara peneliti yang menyatakan bahwa notaris
yang diberi kewenangan untuk membuat kontrak bisnis syariah adalah

mereka yang telah lulus sekolah notaris dan melanjutkan pendidikan dalam

bentuk pelatihan syariah, p ut berlaku pada semua keluaran

sekolah notaris bai lim. Selain itu tidak ada
aturan atau huk engatur mengenai n notaris berdasarkan

temukan

nya disebutkan bahwa outentik
ewenangan lain sebaga i UUJN,
n notaris dalam dunia : nk dapat
sana perjanjian tanpa melibatkan no : kte yang

m n i peroleh

kontrak
alam hal
kontrak pada perbankan syariah, ontrak adalah apa yang diinginkan oleh
para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, apakah telah sesuai
dengan keinginan para pihak. Hal ini penting karena mengingat bahwa

kontrak yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris akan menjadi hukum

bagi mereka yang terlibat.
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Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk
melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur
pemaksaan atau pemasungan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak

yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar

bidang muamalah yaitu ke h) yang mengandung arti bahwa

hukum Islam mem ngan bentuk dan macam
muamalah baru hidup masyarakat.

-Qur’an,

hina’ah),

ndustri besi ataupun in ; jagangan

i kelautan, dan jasa. ' rkontrak

si terhadap hal-hal yan j g dalam

ri limitasi tersebut adalah untuk menjaga a ak terjadi

melalui kontrak buatnya.

aksi secara larangan

N risiko,

termasuk larangan ijon seperti menjual ikan yang masih berada dalam kolam

(mukhabarah) atau menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena belum

dikuasai) dalam melakukan transaksi.'®

Keberadaan notaris dalam kontrak bisnis termasuk bisnis syariah adalah

sangat penting mengingat tugas pokoknya membuat akta otentik yang

100 Muhammad Sjaiful, “Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis
Syariah”, Jurnal Universitas Halu Oleo, Vol. 15 No. 1 Mei 2015, h. 80.
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diperlukan sebagai alat bukti telah terjadinya peristiwa hukum. Sebagai
pejabat umum pembuat akta otentik, notaris dituntut untuk mengetahui dan
memahami prosedur kontrak bisnis syariah hal ini mengingat tugas

wewenangnya sebagai orang yang diberi kewenangan oleh hukum untuk

membuat dan/atau melegalisi enjadi otentik. Di sisi lain notaris

dituntut memiliki ja mandiri, jujur tidak

memihak (adil) amping itu, ia juga

PAREPARE
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dalam kontrak bisnis prosedur pembuatan kontrak
yang digunakan, jika

dalam hal hak dan

eh pz

bag ka yang

posisi yang sangat pent

saat ini, kar

syariah.
3. Tantangan dan hambatan yang dialami notaris yaitu kurangnya instrumen

yang lengkap yang menangani masalah kontrak bisnis syariah yang mana
aturan hukum yang dipakai masih banyak berkiblat ke hukum

konvensional, dimana juga notaris yang menangani masalah kontrak
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bisnis syariah hanya berfungsi melegalisasi kontrak, tidak mengarahkan

isi kontrak karena keterbatasannya.

B. SARAN

1. Suatu kontrak atau perj suatu perikatan yang lahir dari

iliki kedudukan seimbang

u kontrak dimana salah
ada formulir perjanjia
pihak lain untuk diset
ada pihak lain untuk melakukan
bebas dalam berko

2. hal pelatihan

gani kontP Knn EIPNRfEi yang je r notaris

menimbulkan polemik dala asyarakat, Hal-hal tersebut di atas
menuntut notaris untuk benar-benar memahami tentang akad syariah, agar
notaris memenuhi profesionalitasnya dalam menjalankan jabatannya serta
mmenuhi ketentuan kode etik, dimana notaris harus senantiasa

memperbaharui keilmuannya dan memperhatikan peraturan-peraturan

yang terbaru.
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3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

otentik serta wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN
no.30 Tahun 2004. Sebagai pejabat public bilamana terjadi kerugian

akibat dari tindakan notaries maka dapat digugat di Pengadilan Negeri.

Disisi lain Peraturan M no. 14 tahun 2016 tentang tata

cara penyelesai aka Pengadilan Agama
memeriksa,memu enyelesaikan perkara
ngadilan
2 terjadi
Pengadilan Agama se tempat

keta syariah. Saran da lembaga

ng menangani permas : notaries

i sengketa dalam kontrak s‘ariah.

PAREPARE
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